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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk
meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih
mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan,
perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah
kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan
melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Xeputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
Undang-Undarg Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Dan Pengelolaan Bantuan Bencana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34};




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Betanja Tidak Terduga
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam

. Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP};

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

3. SOP Penerbitan KP4

4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai

S. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;

6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
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SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
. BOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan

Rehabilitasi;
13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana;dan
KETIGA : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi
dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
KEEMPAT : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal |& ABusTus 2027

tﬁngﬁi‘ﬁﬁmm MOUTONG,
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SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU
Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
S. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
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DISAHKAN OLEH

\
ELAKSANA
ANGAN BENCANA DAERAH

KRG MOUTENG
2 )

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

[YASAR HUK UM :
UU Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Baerah.
UU Rl Nomar 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan NasionalPenanggulangan
Bencana.
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 33 Tahun 2006 ten tang pedoman mitigasi
bencana.
Peraturan Menpan & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SCP.
Peraturan Dacrah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pembentukan.
7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Bagian dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang PembentukanDesa/Kelurahan
Tangguh Bencana.
10. Permenpan RE No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-
AP.

N
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11. perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah

KETERKAITAN :
30P Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Koordinasi dengan Instansi terkait
+dalam penanggulangan bencana.

E

+

PERINGATAN :
Apabila Pembentukan Desa Tangguh Bene
dengan baik, maka penanggulangan bencana tidak benjalan efektif,

ana ini tidak dilaksanakan

NAMA SOP
KUALIFIKASE PELAKSANA ;

2, Mampu mengaperasikan Komputer minimal Ms. Office
3. Memiliki sikap teliti, tegas dan ramah.

PERALATAN/PERLENGERKAPAN :
1. Komputer

2. Printer

3.ATK

4. Kamera / handycam

5. LCD/Proyektor

PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SK Panitia dan Narasumber
2. Materi

3. Daftar Hadir

4. Surat Undangan
5. Laporan/ Notulen hasil pelaksanaan kegiatan.

1. Memahami Peraturan tentang Penanggulangan Bencana.
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Abibivitas

Ptiksan

Repela Bidang

Mutu Balos

. | |
i ; [ TR ‘ Kepala Tim :
i : ; Sieh. BidangK Pt !P.fan)g‘iI"Hr,l- «‘d.m Pelaksana Panitia/N Kelengkapan Wakty Qurput
i Kesiapsiagaan BPBD ara
l sumber
‘ 1 Memerintahkan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan Disposisi 5 Menit |Disposisi -
I pelaksanaan Pembentukan Desa Tanggzauh bencana.
; ; . ; . Darft surat undangan Peserta dan
Mempersiapkan draft bahan kegiatan pelaksanaan Fernbentukan , . ,
_ 2 | pesa Tangglzjh bencana e Disposisi 2 Hari INarasumber, draf inateri, draft SK Tim -
Tidak Ya
Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan kegiatan Darft surat undangan Darft surat undangan Peserta dan
3 jPembentukan Desa Tangguh bencana. )ika setuju, maka akan Peserta dan- Narasumber, 1 Jam |Narasumber draft materi sosialisasi, draft -
diparaf dan diteruskan ke Kepala Pelaksana. jika tidak setuje. draft materi, draft SK Tim SK Tim
maka akan dikembalikan ke Késubid untuk diperbaiki.
o an ki selaksanaan kogriar Tittuk
Memertksa draft bahan kegiatan pelaksanaan kegiaran Darft surat undangan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
4 |Pembentukan Desa Tangeuh hencana. Jika setuin, maka akan Peserta dan Narasumber, 1lam {imateri,SK Tim
ditandatangani. Jika tidak setujy, maka akan dikcmbaiikan ke draft materi, draft SK Tirmn
Kabid untuk diperbaiki.
Ya Surat undangan Peserta dan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
5 (l:leml:rlntahk:n Kasubid untuk mengirim undangan ke Peserta Narasumber, matert,SK Tim 10 Menit materi SK Tim
an Narasumber.
Surat undangan Peserta dan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
6 |Mengirim surat undangan ke Puserta dan Narasumber, Narasumber, materi,SK Tim 1Hari  Imateri,SK Tim S(:(P IS”'“t
el
] Daftar hadir dan hasilnotulen
7 |Melaksanakan Pembentukan Desa Tungguh Bencana dengan Materi dan daftar hadir Kondisio pelaksanaan kegiatan,
Peserta dan Narasumber. nal
Membuat draft laposan pertanggungjawaban pelaksanaan Daftar hadir dan hasil _ [Draftiaporan pertanggungjawan pelaksanaan
8 [ Pernbentukan Desa Tangguh bencana dan menyerahkannya ke notulen pelaksanaan 1 Hari  {PembentukanDesa Tangguh Bencana.
Kabid untuk diperiksa. kegiatan,
Tidak Draft laporan ‘
Memeriksa draft laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawan Laporan pertanggungjawan pelaksanaan
9 |Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan pelaksanaan 1Jam (PembentukanDesa Tangguh Bencana.
ditandatangani. Jika tidak setutju akan dikembalikan ke ; Pembentukan Desa
Kasubbid .untuk diperbaiki. i Tangguh Bencana.
¥4 Laporan
Menerima taporan pertanggungjawaban pelaksanaan . : pertanggungjawan ) Laporan  pertanggungjawan pelaksanaan
10 IPembentukean Desa Tangguh behcana dan pelaksanaan 10 Menit |PembentukanDesa Tangguh Bencana.
mendokumentasikannya. Pembentukan Desa
Tangguh Bencana.
11 J Menyelesaikan prases Pembentukan Desa Tangguh bencana.

UPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSU
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Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Aktivitas Kepala Bidang Kepala Tim
Sub. BidangKPP
& P'((e::;gaslil:na(::]n Pelaksana  Panitia/N Kelengkapan Waktu Output
psiag BPBD ara
sumber
1 Memerintahkan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan Disposisi 5 Menit |Disposisi )
pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana. p p
Mempersiapkan draft bahan kegiatan pelaksanaan Pembentukan ) o _ |Darft surat undangan Peserta dan
2 |Desa Tangguh bencana Disposisi 2 Hari |Narasumber, draft materi, draft SK Tim -
Tidak Ya
Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan kegiatan Darft surat undangan Darft surat undangan Peserta dan
3 |Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan Peserta dan Narasumber, 1Jam [Narasumber,draft materi sosialisasi, draft -
diparaf dan diteruskan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, draft materi, draft SK Tim SK Tim
maka akan dikembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki.
; ; ; Tidak
l;dem;rll;selx( dralgt ba}'}an kegilazan pelaks:fll?aantke'glatarlx( Kk Darft surat undangan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
4 |:embentukan bhesa fangguh bencana. Jika se . Peserta dan Narasumber, 1Jam |materi,SK Tim
ditandatangani. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke . .
Kabid untuk diperbaiki draft materi, draft SK Tim
. . . Ya Surat undangan Peserta dan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
5 g/laenml\(;;;r;tsa;l';lizzrl(asubld untuk mengirim undangan ke Peserta ’ Narasumber, materi,SK Tim 10 Menit materi,SK Tim
Surat undangan Peserta dan Surat undangan Peserta dan Narasumber,
6 |Mengirim surat undangan ke Peserta dan Narasumber. Narasumber, materi,SK Tim 1 Hari materi,SK Tim SOP Surat
Keluar
Daftar hadir dan hasilnotul
7 |Melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan Materi dan daftar hadir Kondisio attar hadir an' asiinotuien
pelaksanaan kegiatan.
Peserta dan Narasumber. nal
Membuat draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Daftar hadir dan hasil Draft laporan pertanggungjawan pelaksanaan
8 |Pembentukan Desa Tangguh bencana dan menyerahkannya ke notulen pelaksanaan 1 Hari PembentukanDesa Tangguh Bencana.
Kabid untuk diperiksa. kegiatan.
i X Tidak Draft laporan .
Memeriksa draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ertanggungiawan Laporan pertanggungjawan pelaksanaan
9 |Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan gelaksagrglaafl 1Jam |PembentukanDesa Tangguh Bencana.
ditandatangani. Jika tidak setutju akan dikembalikan ke
X X o Pembentukan Desa
Kasubbid untuk diperbaiki.
Tangguh Bencana.
Y3 Laporan
Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 2 ertanggungiawan Laporan pertanggungjawan pelaksanaan
10 [Pembentukan Desa Tangguh bencana dan gelaksagﬁaaf] 10 Menit [PembentukanDesa Tangguh Bencana.
mendokumentasikannya. Pembentukan Desa
| Tangguh Bencana.
11 |Menyelesaikan proses Pembentukan Desa Tangguh bencana.

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU




